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BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1}
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungannya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan wakiu
yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) vang diajukan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

=1

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor G757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Incdonesia Nomor 1028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum schagaimani
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan Umum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4373);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyvelenggaraan Pemerintah  Daerah kepada
Pemerintah, Laporan  Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penvelenggaraan  Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomeor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lemharan  Nepar
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Republik Indonesia Tahun 2007 MNomor 18, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali ternkhir dengan
Peraturan Pemerintalh Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuanpan Kepada Parta
Politilk;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perabinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia
Momor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah dan
Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran
Angparan Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
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I8

Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran Aoggaran
Penidaparan dan Belanja Daerab (Herita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomaor 505

Peraturan Menteri Dalam Megent Nomor 32 Tahun 2011
tentang  Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan Sostal
vang Bersumber Dari Anggaran Peadapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhie
dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomeor %9 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menten
Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pembenian Hibah dan Bantuan Sosial vang bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanga Daerah (Bernita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565),

Peraturan Mentert Dalam Negernt Nomor 532 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomaor 754)

Peraturan Menten Dalam Negent Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daeral
serta Pelaksanaan  dan  Pertanggungawaban  Dana
Operasional (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067),

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2010
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi  dan  Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

Peraturan Mentenn Dalam Negert Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah:

Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daereah,
Rancangan  Peraturan  Daerah tentang  Perubalian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Tahun 2009 Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
DAN
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagi pemerintahan Daerah dalam

penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
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4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

6. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi, Bupati

bagi Daerah Kabupaten, atau Walikota bagi Dacrah Kota.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku

Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.731.763.649.000,-
b. Belanja Daerah Rp. 1. 757.315.450.564,-
(Defisit)/Surplus Rp. (25.551.801.564,-)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 31. 551.801.564,-
2. Pengeluaran Rp. 6.000.000.000,-
Pembiayaan Netto Rp. 25.551.801.564,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0;

Pasal 3

Pendapatan Daerah dianggarkan Rp 1.731.763.649.000,- yang
terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
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Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal

3 huruf a dianggarkan sebesar Rp.148.458.566.000,- yang
terdiri dari :

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah; dan

c¢. Lain-lain PAD yang Sah.

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

huruf b dianggarkan sebesar Rp. 1.577.095.083.000,-

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf c dianggarkan sebesar Rp. 6.210.000.000-

Pasal 5
(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a
dianggarkan sebesar Rp. 29.010.000.000,-

(2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf
b dianggarkan sebesar Rp. 71.696.080.000,-

(3) Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
huruf ¢ dianggarkan sebesar Rp. 46.752.486.000

Pasal 6

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) hurul a dianggarkan sebesar
Rp. 1.518.688.483.000,-

(2) Pendapatan Transler Antar Daerah sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar
Rp. 58.406.600.000,-

Pasal 7
(1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 hurufl c dianggarkan sebesar

Rp. 6.210.000.000- yang terdiri dari Pendapatan Hibah
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(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat 1 dianggarkan sebesar Rp. 6.210.000.000,-

Pasal 8
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp. 1.757.315.450.564,-- yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal,
c. Belanja Tidak Terduga;

d. Belanja Transfer.

Pasal 9
Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal

8 huruf a dianggarkan sebesar Rp. 1.207.764.869.497,- yang
terdiri dari :

(1

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Subsidi;

d. Belanja Hibah; dan

e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dianggarkan sebesar Rp. 757.772.901.595,-

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dianggarkan sebesar Rp. 382.202.527.561,-

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000.000,-

(S) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dianggarkan sebesar Rp. 46.957.399.500,-

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf e dianggarkan sebesar Rp. 16.832.040.841,-
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Pasal 10
(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal

8 hurul b dianggarkan sebesar Rp. 272.713.687.067,- yang
lerdiri atas;

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
¢. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp. 40.556.405.967,-
(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.112.912.969.100,-
(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar
Rp.119.214.937.000,-
(S) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp. 29.375.000,-

Pasal 11
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 huruf ¢ dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000.000,-

Pasal 12
(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 huruf d dianggarkan sebesar Rp. 267.836.894.000,-
yang terdiri atas Belanja Bantuan Kevangan;

(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dianggarkan sebesar Rp. 267.836.894.000,-

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp. 31.551.801.564,- yang terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.
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Pasal 14
(1) Angparan Penerimaan Pembiayann  sebagaimona dimaksud
dalam  pasal 13 hural o dionggoarkon sebesar Rp.
31,551.801.564,- yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal

13 hurul b dianggarkan sebesar Rp.6.000.000.000,-

Pasal 15
(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran
Belanja Dacrah mengakibatkan terjadinya (Defisit) sebesar
(Rp. 25.551.801.564,-)

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih - penerimaan

[}

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp. 25.551.801.564,-

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia Anggarannya dan/atau pengeluaran melalui pagu
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran
2023, dengan Tata Cara terlebih dahulu melakukan
Perubahan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran
Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,;
(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial
dan/atau Kejadian Luar Biasa;
b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan/atau
¢. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapal mengganggu

Kegiatan Pelayanan Publik.
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(3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar

Masyarakat yang Anggarannya belum tersedia dalam tahun
Anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang

bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah

Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta

amanat Peraturan Perundang-Undangan, dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah ini, terdiri dari :

Lampiran 1

Lampiran II

Lampiran [II

Lampiran IV

Lampiran V

: Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

: Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

: Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

: Rekapitulasi Belanja menurut  Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta

Keluaran:

: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah

1
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Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatam
Lampiran XI  : Daftar Plutang Daerah;

T

Lampiran NI : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi

Daerah Lainnya;

b et b ]

Lampiman N : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan

Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.
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Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah,

Ditetapkan :di Masohi

pada tanggal : 28 Desember 2022

A4 PJ. BUPATI MALUKU TENGAH, ){?

MUHAMAT MARASABESSY

Diundangkan : di Masohi
Pada tanggal :28 Desember 2022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2022 NOMOR 2292

NOREK PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,
PROVINSI MALUKU : (15/81/2022)

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

o

B o o aw

L B
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATIEN MALUKU TENGAH

HENMRIKUS 8. TANATL, SH
NIP. 19730416 200904 1 002

L T T e

13

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
serta Priorilas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurul b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat 11 Dalam Wilayah Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Caerah (Lembarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia ~ Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
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